
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Serita Negara 
Tahun 1950) ; 

Kabupat.en Daerah-daer-ah 
ten tang 

dalam 
Nomor 13 Tahun 1950 1. Undang-undang 

Pembentukan 

Daerah tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan 
dan Kelurahan. 

• perlu menetapkan Peraturan huruf a,b,c 
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada 

c. bahwa Organisasi Kecamatan dan Kelurahan perlu 
disesua.ikan dengan perkernbangan keadaan, maka 
dipandang perlu mengatur dan membentuk 
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan; 

b. bahwa tujuan otonomi dimaksud huruf a adalah 
untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan 
masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, 
keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan 
hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah 
dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia ; 

bertanggung- nyata dan 
pada otonomi pemberian kewenangan 

Kabupaten secara luas, 
jawab ; 

adalah 
Daer-ah 

1999 Nomor 22 Tahun Undang-undang 
a. bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI PATI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 
NOMOR 8 TAHUN 2000 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN 

l 

Mengingat 

Menimbang 



8. Keputusan . 

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 
dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan 
Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 70) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) 

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 
Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nornor 3952) ; 

2000 Pemerintah Nomor 25 Tahun 5. Peraturan 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Nomo r 3848 ) ; 

ten tang 4~ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 

ten tang 
Republik 
Tambahan 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, 
Lembaran Negara Nomor 849) ; 

Tambahan Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Lembaran Negara Nomor 3890) ; 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagai­ 
mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik 
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h. Jabatan . 

perangkat daerah Kabupaten; 
e. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati ; 
f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai 

Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan; 
g. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. 

Daer ah b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah 
Kabupaten Pati ; 

c. Bupati adalah Bupati Pati 
d. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 
a. Daerah adalah Kabupaten Pati 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN DAE RAH KA BU PATEN PATI TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN. 

Menetapkan 

M E M U T U S K A N 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten Pati. 

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Pati tanggal 21 Desember 2000 Nomor 
13/KEP/ 2000 tentang Persetujuan Penetapan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, 
Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, 
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Dinas­ 
dinas Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan 
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten 
Pati. 
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Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini. Kecamatan 
mempunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan ; 

b. Pembinaan . 

Pasa.l 5 

Kecamatan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan 
Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan 
Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan. 

Pasal 4 

(2) Kecamatan dipimpin oleh Seorang Kepala 
Kecamatan yang selanjutnya disebut Camat yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati. 

(1) Kecamatan adalah merupakan perangkat Daerah 
Kabupaten. 

BAB III 
KECAMATAN 

Bagian Pertama 
Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 3 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi 
Kecamatan dan Kelurahan. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

satuan organisasi yang dalarn pelaksanaan 
tugasnya didasarkan pada keahlian dan atas 
ketrampilan tertentu serta oe r s i fat mandi r i .. 

fungsional adalah kedudukan yang 
tugas, bertanggung jawab, wewenang 

seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 

h. Jabatan 
menunjukan 
dan hak 
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.: n i , 

(5) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana 
tercanturn da.lam Lampiran I yang merupakan 
hagi3n tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh 
tenaga fungsional senior sebagai ketua 
kelompok dan bertanggun~ jawab kepa~a Camat. 

Camat. 

(.3) Seks.i dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
berada dibawah dan bertangg~ng jawab kepada 

(2) Sekretariat Camat dipimpin oleh seorang 
Sekretaris Carnat yang berada dibawah dan 
bertanggung ja.i,Jab kepada Camat. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
g. Seksi pelayanan umum. 

Desa/Kelurahan ; 
f. Seksi Kesejahteraan Sosial 

Masyarakat Pemberdayaan e. Seksi 

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari 
a . Cama t ; 
b. Sekretariat Camat ; 
c. Seksi Pemerintahan , 
d Seksi Ketentraman dan Ketertiban • 

Bagian Kedua 
Organisasi 
Pasal 6 

kelompok bimbingan jabatan f , pemb i ria an dan 

f unqs i oria I .. 

c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah 
d. PAmbinaan pembangunan yang meliputi pembinaan 

P=rekonomian, produksi dan distribusi sertd 
pembinaan sosial ; 

e. Menyusun program kerj~ pembinaan administrasi 
ketatausahaan rumah tangga dan keuangan , 

b. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan ; 

- 5 - 



Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan 
urusan pemerintahan dan pembinaan peme,intah 
Desa/Kelurahan, administrasi kependudukan, Catatan 
Sipil dan Kesatuan Bangsa. 

Pasal 12 . 

Pasal 11 

Kecamatan dibidang penyelengga,aan pemerintahan. 
pelaksana unsur adalah Peme,intahan Seksi 

Bagian Keempat 
Seksi Pemerintahan 

Pasal 10 

c. Menang.'",i urusan ketatausahaan, admi nis t r as i 
kepe'::Jawaian, perlengkapan dan rumah tangga. 

dan pengendaliaan rencana kerja, a. Memyusun 
evaluasi 

b. Menangani urusa 1 administrasi keuangan ; 

·ekretaris dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, 
Camat mempunyai fungsi 

Untuk rnenyelenggarakan tugas pokok sebagaiman;:: 

Pasal 9 

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok membantu 
Camat di bi dang pembinaan adminstrasi dan 
memberikan pelayanan teknis administratif kepada 
seluruh satuan organisasi Kecamatan. 

Pasal 8 

Sekretaris Camat adalah unsur staf Kecamatan yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

Bagian Ketiga 
Sekretaris Camat 

Pasal 7 
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Bagian . 

Pembinaan Polisi Pamong Praja. 
Penyelenggaraan dan Program b. Penyusunan 

Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi 
a. Penyusunan Penyelenggaraan Pembinaan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum 

sebagaimana 
ini, Seksi 

pokok 

Daer ah 
Untuk menyelenggarakan tugas 
dimaksud Pasal 14 Peraturan 

Pasal 15 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas 
pokok melakukan pembinaan ketentraman dan 
ketertiban umum wilayah serta pembinaan Palisi 
Pamong Praja. 

Pasal 14 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur 
pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan 
ketentraman dan ketertiban. 

Bagian Kalima 
Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

Pasal 13 

b. Penyusunan Program dan Pembinaan Administrasi 
Kependudukan dan Catatan Sipil ; 

c. Penyusunan Program dan Pembinaan Kegiatan 
Kesatuan Bangsa. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi 
Pemerintahan mempunyai fungsi 
a. Penyusunan Program dan Pembinaan Pe- 

nyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 

Pasal 12 
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Pasal 20 . 

Seksi Kesejahteraan Sosial adalan unsur pelaksana 
Kecamatan di bi dang Pembinaan Kesejahteraan 
Masyarakat. 

Bagian Ketujuh 
Seksi Kesejahteraan Sosial 

Pasal 19 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi 
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai 
fungsi : 
a. Penyusunan Program dan pembinaan perekonomian 

masyarakat Desa/Kelurahan, produksi dan 

distribusi ; 
b. Penyusunan Program dan pembinaan lingkungan 

hidup. 

Pasal 18 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 
mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan 
pembangunan dibidang perekonomian Desa/Kelurahan, 
produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan 
hidup. 

Pasal 17 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 
adalah unsur Pelaksana Kecamatan di bi dang 
Pembangunan Desa/Kelurahan. 

Bagian Keenam 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 

Pasal 16 
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b. Penyusunan 

Pembinaan Pelayanan kekayaan dan inventarisasi 
Desa/Kelurahan; 

Penyelenggaraan dan Program a. Penyusunan 

Unt.uk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi 
Pelayanan Umum mempunyai fungsi 

Pasal 24 

kebersihan serta sarana dan prasarana umum. 
Desa/Kelurahan, inventarisasi dan kekayaan 

melakukan urusan pelayanan umum, yang meliputi 
pokok tugas Pelayanan Umum mempunyai Seksi 

Pasal 23 

Pemerintah Kecamatan dibidang Pembinaan Pelayanan 
Umum. 

pelaksana Pelayanan Umum adalah unsur Seksi 

Bagian Kedelapan 
Seksi Pelayanan Umum 

Pasal 22 

kesejahteraan masyarakat. 
dan kebudayaan pendidikan, 

Kehidupan Pembinaan Program, b. Penyusunan 
keagamaan, 

bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan 
wanita dan olah raga ; 

Pembinaan Pelayanan dan a. Penyusunan Progran. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi 
Kesejahteraa0 Sosial mempunyai fungsi 

Pasal 

melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial. 
dan program penyusunan mengkoordinasikan 

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok 

Pasal 20 
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a. Penyelenggaraan . 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud 
Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Kelurahan 
mempunyai fungsi : 

Pasal 28 

pembinaan pemerintahan Kelurahan termasuk 
ketentraman dan ketertiban wilayah. 

Kelurahan mempunyai tugas pokok menjalankan 
urusan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan 

Pasal 27 

(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala 
Kelurahan yang disebut Lurah, berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Camat. 

(1) Kelurahan adalah Perangkat Daerah Kabupaten 
dibawah Camat. 

BAB IV 
KELURAHAN 

Bagian Pertama 
Kedudukan,Tugas dan Fungsi 

Pasal 26 

sesuai denyan keahlian dan kebutuhan. 
melaksanakan sebagian tugas 

tug as 
Camat 

mempunyai 
dan fungsi 

Jabatan Fungsional Kelompok 

Bagian Kesembilan 
Kelompok Jabatan fungsional 

Pasal 25 

sarana dan pelayanan umum prasarana fisik. 
Pembinaan 

b. Penyusunan Program dan Penyelnggaraan Pembinaan 
pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan 
sanitasi lingkungan • 

c. Penyusunan Program Penyelenggaraan 

- 10 - 

- 



Sa:Jia.ri 
ini. 

tidak t2r-isahkan dari Peiatu,an 
tercantum dalam Lampiran II, yang meru akan 

(S) Bagan susunan organisasi Kelurahan seba aimand 

dan bertanggung jawab kepad~ Lurah. 
tenaga fungsional senior sebagai ketua kelom-ok 

oleh ungsional dipimpin jaLatan (4) Kelompok 

(3) Seksi dipimpin oleh seorang Kapala Seksi yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepadc. 
Lu rah. 

bertanggung jawab ke ada Lurah. 
dan dibawah Lurah yang berada Sekret.aris 

(2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang 

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat 
f.. Seksi Urnum. 
h , Kelompok Jabatan Fungsional. 

(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari 
a. Lurah ; 
b. Sekretariat Lurah 
c. Seksi Peme1 intahan ; 
d Seksi Ketertraman dan Ketertiban 
e. Sek~i Pembangunan 

Pasal 29 
Organisasi 
Bagian Kedua 

e , Pernb i iaan ke l.e s t.a r Lan adat istiadat yang 

hidup dan barkembang di Kelurahan ; 
i·. penbinaan dan bimbingan kelompok jabatan 

fungsional. 

mas yar-aka t Ke Lur ahan ; 

c. Pemtinaan pere~onomian Kelurahan : 
d. ?en.el i ha r aan ke t.errt rarnan dan ketertiban 

a. P~~· elenggaraan pemerintahan Kel~, tan ; 
b , Pembinaan keh i duoan mas.ya: ak a t Ke Lur at.an 
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Pasal 34 

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Kelurahan 
dibidang penyelengga~aan pemerintahan. 

Bagian Keempat 
Seksi Pemerintahan 

Pasal 33 

dilaksanakan oleh Perangkat Kelurahan 
b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, 

rumah tangga, keuangan, perlengkapan dan 
menyusun laporan serta memberikan pelayanan 
teknis dan administratif kepada seluruh 
Perangkat Pemerintah Kelurahan. 

yang 

sebagaimana 
Sekretaris 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok 
dimaksud Pasal 31 Peraturan Daerah ini, 
Kelurahan mempunyai fungsi 
a. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan 

Pasal 32 

satuan dibidang ketatausahaan kepada seluruh 
Organisasi Kelurahan. 

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu 
Kepala Kelurahan dibidang pembinaan administrasi 
baik administrasi pembangunan maupun administrasi 
kemasyarakatan dan memberikan pelayanan teknis 

Pasal 31 

staf unsur adalah Kelurahan Sek,etariat 
Kelurahan. 

Bagian K.etiga 
Sekretaris Kelurahan 

Pasal 30 
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Pasal 38 . 

ketertiban wilayah. 
dan ketrentraman pembinaan melakukan pokok 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas 

Pasal 37 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur 
pelaksana Kelurahan di bidang pembinaan ketentraman 
da.n ketertiban. 

Pa.sa1 36 

Bagian Kelima 
Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

kesatuan bangsa. 
kegiatan pernbinaan program dan c. penyusunan 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
tersebut Pasal 34 Peraturan Daerah ini, Seksi 
Pemerintahan mempunyai fungsi : 
a. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan 

pemerintahan umum dan Kelurahan; 
b. penyusunan program dan pembinaan administrasi 

kependudukan dan catatan sipil ; 

Pasal 35 

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan 
urusan pemerintahan umum dan pemerintahan 
Kelurahan, administrasi kependudukan dan pembinaan 
politik dalam negeri. 

Pasal .34 
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d , Me Lakukan ....•... 

meningkatkan kehidupan ~rekonomian masyarakat ; 
, e r-ekonom i an kegialan 

dan 
1·angka 

ekonomi le mah 
lainn'a dalam 

penguasa pe rkope r ass i an , 
t e r hadap pembinanan kegiatan c. Melakukan 

lingkungan 

perekonomian a. Menyusun program dan pembinaan 
masyarakat, produksi dan distribusi 

b. Menyusun program dan pernbinaan 
hidup, 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud Pasal 40 PeratGran Daerah ini, Seksi 
Pembangunan mempunyai fungsi . 

Pasal 41 

pembangunan di bi dang 
dan distribusi serta 

melakukan pembinaan 
perekonomian, produksi 
pembinaan lingkungan hidup. 

pokok tugas mempunyai Pembangunan Seksi 

Pasal 40 

Seksi Pembangunan adalah unsur pelaksana Pemerintah 
Kelurahan di bidang Pembangunan. 

Bagian Keenam 
Seksi Pembangunan 

Pasal 39 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud Pasal 37 Peraturan Daerah ini, Seksi 
Ketrentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi 
a. Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan 

ketrentraman dan ketertiban umum ; 
b. Membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi 

Pertahanan Sipil. 

Pasal 38 
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Pa s a I 46 

Seksi Umum adalah unsur pelaksana Kelurahan di 
bidang pembinaan pelayanan umum. 

Bagian Kedelapan 
Seksi Umum 
Pasal 45 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud Pasal 43 Peraturan Daerah ini, Seksi 
Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi : 
a. Menyusun program. pembinaan kegiatan PKK, Karang 

Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan 
lainnya 

b. Menyusun program, pembinaan kehidupan keagamaan, 
Kel ua r ga Berencana., kesehatan dan Pendidi kan 
Masyarakat; 

c. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang 
kesejahteraan masyarakat. 

Pasa1 44 

pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan 
melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat. 

tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai 

Pasal 43 

pembinaan pelaksana Kelurahan 
kesejahteraan masyarakat. 

unsur adalah Masyarakat 
di bi dang 

Kesejahteraan Seksi 

Bagian Ketujuh 
Seksi Kesejahteraan Masyarakat 

Pasal 42 

d. Melakukan kegiatan dalam rangka swadaya dan 
partisipasi masyarakat dan meningkatkan 
perekonomian serta pelaksanaan pembangunan. 
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(2) Forrnasi . 

lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Sekretaris Lurah dan 
akan diatur lebih 

Kecamatan, Lurah, 
Seksi Kelurahan 

Seksi 
Kepala 

(1) Uraian tugas Camat. Sekretaris Camat. Kepala 

BAB V 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 49 

melaksanakan sebagian dan fungsi Lurah 
dengan keahlian dan \ebutuhan. 

tugas 
sesuai 

men.punya i Fungsional Jabatan Kelompok 

Bagian Kesembilan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 48 

Pemerintah Kelurahan. 
laporan 

pelayanan kekayaan dan i nventar .i s asi Ke I ur ahan , 
administ.rasi kepegawaian, keuangan, urusan r-umah 
tangga; 

b. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapaL di~as 
upacara dan urusan ketatausahaan ; 

c. Mengumpulkan bahan dan menyusun 

pembinaan 
mempunyai fungsi : 
a. Menyusun program dan penyelenggaraan 

sebagaimana 
Sek.si Umum 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok 
dimaksud Pasal 46 Peraturan Daerah ini, 

Pasal 47 

Seksi Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan 
pelayanan umum, yang meliputi kekayaan dan 

inventarisasi Kelurahan, kebersihan serta sarana 
dan prasarana umum. 

Pasal 46 

- 16 - 

- 



SLAMET PRAWI­ 
LEMBARAN DAERAH KABUPA "EN PATI 
TAHUN 2000 NOMOR 92 

Diundangkan di Pati 
pada tangga 26 Desember 2000 

Ditetapkan di Pati 
pada tanggal 21 Desember 2000 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daer ah 
Kabupaten Pati. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 53 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala 
ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan 
Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 52 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah 
ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur 
lebih lanjut oleh Bupati. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 51 

dengan lanjut 
Kecamatan dan tugas 

lebih 
Tata laksana pelaksanaan 
Kelurahan akan diatur 
Keputusan Bupati. 

Pasal 50 

(2) Formasi dan persyaratan jabatan pada 
Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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Cukup jelas. Pasal 1 s/d Pasal 53 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 

pelaksanaan otonomi Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 
84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Oaerah, 
maka organisasi Kecamatan dan Kelurahan perlu diatur 
dan dibentuk dengan Peraturan Daerah. 

menyongsong guna Kecamatan, dibawah 
dan Kelurahan sebagai Perangkat 

Dae rah 
Daer ah 

Perangkat merupakan yang Kecamatan 
Kabupaten/Kota 
KabupateniKota 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Otonomi Oaerah secara luas 
diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut membawa 
konsekwensi kelembagaan/organisasi pemerintah di daerah perlu 
disesuaikan. 

I. PENJELASAN UMUM. 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 
NOMOR 8 TAHUN 2000 

TENTANG 
PEMBENTUKAi'! OR.GANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN 

P E N J E L A S A N 

r - 



LU RAH 

I I I 
SEKSI SEKSI SEKSI 

PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN . ' PELA YANAN 
MASYARAKAT DESAI SOSIAL UMUM 

KELURAHAN 

SEKSI 
KETENTRAMAN 

KETERTIBAN 

I 
SEKSI 

PEMERINTAHAN 

] 

SEKRETARIS 
CAMAT 

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 
NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN 
DAN KELURAHAN 

KEL.JAB 
FUNGSIONAL 

I 

CAMAT 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
KECAMATAN KABUPATEN PATI 



I 

SEKSI 
UMUM 

I I I 
SEKSI 

SEKSI KESEJ,4.HTERAAN 
PEMBANGUNAN MASYARAKAT 

-··-----·-- 

SEKSI 
KET ENT RAMAN 

KETERTIBAN 

I 
SEKSI 

PEMERINTAHAN 

KEL.JAB 
FUNGSIONAL r------ ,.....- 

SEKRETARIS 
LU RAH 

LAMPIRAN U : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 
NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN 
DAN KELURAHAN 

LU RAH 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
KELURAHAN KABUPATEN PATI 

• <· 


